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Ulee kareng, Banda Aceh 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya : 

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan 

mempertanggungjawabkan 

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain 

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli 

atau tanpa izin pemilik karya 

4. Tidak melakukan plagiasi dan pemalsuan data 

5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya 

ini 

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah 

melalui pembuktian bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata 

memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya 

siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya 
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ABSTRAK  

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 

2021 menyebutkan Provinsi Aceh menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera, 

salah satu penyebab kemiskinan ialah pengangguran. Pemerintah Aceh berinisiatif 

meningkatkan program akselerasi untuk proses penyerapan tenaga kerja skill 

melalui program pemagangan dalam negeri dan workplace training yang 

ditempatkan perusahaan mitra kerjasama Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas 

Penduduk Provinsi Aceh selama 3-5 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan dan faktor penghambat pemagangan Dinas Tenaga Kerja 

dan Mobilitas Penduduk Aceh, yang sudah dilakukan oleh pemerintah 

Aceh.metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data degan wawancara, obsevasi, dan 

dokumentasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan besaran persentase perekrutan 

tenaga kerja skill setelah pelaksanaan program pemagangan dalam negeri dan 

workplace training sebesar 68% pada tahun 2020,  78% pada tahun 2021 dan 82% 

pada tahun 2022. Besaran persentase ini dapat dikategorikan program 

pemagangan berjalan secara efektif dikarenakan jumlah peserta magang yang 

terserap di dunia kerja meningkat setiap tahunnya.  

Kata Kunci : Pemagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, 

Kemiskinan, Provinsi Aceh 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar belakang 

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama dihadapi oleh sebagian besar 

negara berkembang di dunia, baik di negara maju maupun negara berkembang 

seperti Indonesia. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya setiap penduduk 

Indonesia memerlukan perkerjaan, jumlah penduduk yang besar juga memerlukan 

lapangan kerja yang besar. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan 

lapangan perkerjaan yang layak bagi setiap warganya.  

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat 

kemiskinan   tertinggi.  Garis kemiskinan perkapita makanan di provinsi Aceh  

sebesar Rp 468.000 perkapita perbulan pada tahun 2022. Menurut data 

kementerian keuangan, realisasi penerimaan Aceh mencapai 13,95 triliun pada 

2021.
1
 Realisasi pendapatan di Aceh menempati urutan keenam se-Indonesia. 

Kesejahteraan warga Aceh idealnya harus lebih baik dari provinsi lain dengan 

anggaran yang lebih besar jika Aceh memiliki anggaran yang besar. Namun 

faktanya tidak selalu seperti yang terlihat di atas kertas. Tergantung bagaimana 

pengelolaannya dan kondisi lainnya, anggaran yang besar tidak dapat menjamin 

akan memberikan output berupa kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, 

masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah 

                                                           
1 https://djpk.kemenkeu.go.id/portal /data/apbd/ di akses pada tanggal 31 Agustus 2023 

https://djpk.kemenkeu.go.id/portal%20/data/apbd/


2 
 

 

sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan orang-orang di pemerintahan 

untuk segera mencari jalan keluar dalam memerangi kemiskinan.
2
 

Upaya mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan semakin 

sulit. Lebih diperparah lagi, bahwa pengentasan kemiskinan cenderung dilakukan 

secara charity atau berupa bantuan sosial. Akibatnya masyarakat semakin malas 

bekerja, pengangguran semakin meningkat, tidak mampu melakukan kompetisi, 

ketergantungan pada pihak lain semakin meningkat, sehingga kemandirian dan 

kesejahteraan sulit diwujudkan. 

Orang yang mengalami kemiskinan mungkin memiliki akses terbatas 

terhadap pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan 

mereka. Ini dapat mengakibatkan kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan yang 

baik, dapat menyebabkan pengangguran. terbukti bahwa banyak perusahaan 

cenderung memakai tenaga kerja di luar Aceh. dan juga akibat pengangguran di 

Aceh yaitu pelatihan yang di lakukan institusi pelaksana masih rendah melibatkan 

Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sehingga kertergantungan dengan 

daerah luar sangat tinggi. Kondisi yang di harapkan adalah tenaga kerja Aceh 

harus mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar dan terlaksananya 

proses pelatihan vokasi yang berbasis pasar kerja dengan melibatkan unsur 

(DUDI).
3
 

                                                           
2 Jurnal Ilmu Ekonomi et al., “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI TINGKAT   PENGANGGURAN DI ACEH,” Pascasarjana Universitas 

Syiah Kuala 10, no. 1 (2015): 37. 
3 Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Acehmobduk Aceh, tahun (2019)
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 Pemerintah Aceh  mencari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan ini, 

khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Salah satu jalan 

keluar atas permasalahan ini ialah melalui program magang yang bekerja sama 

dengan DUDI (dunia usaha & dunia industri) yang tersebar di kabupaten / kota 

provinsi Aceh. Magang adalah bagian dari sistem pelatihan kerja, Dilaksanakan 

secara langsung dan/atau dalam proses produksi komoditas di  tempat kerja, di 

bawah arahan dan pengawasan seorang pelatih, atau pekerja/buruh yang lebih 

berpengalaman untuk menguasai  kemampuan kerja tertentu. Magang adalah 

konsep belajar, dan kerja (learning by doing) bagi peserta melalui Program 

Magang ini berjalan selama 3 – 5 bulan, peserta magang akan mendapatkan 

pengalaman kerja di dunia kerja, hal ini meliputi keterampilan, sikap mental, etos 

kerja, Perilaku industri dan budaya kerja. ini menjadi  sangat penting bagi 

seseorang untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja mandiri.
4
 

Masalah yang di hadapi ketika program magang di jalankan adalah pola 

rekrutmen pemagangan belum terbuka dan masih belum bisa di akses oleh semua 

pihak bagi yang membutuhkan. dan pemagangan yang di lakukan masih rendah 

dalam melibatkan pengusaha atau perusahan (DUDI).
5
 Serta sarana dan prasana 

pelatihan vokasi masih terbatas.  

1.2 Identifikasi masalah 

Jadi dari latar belakang di atas dapat di simpulkan bahwa identifikasi 

                                                           
4 Erwin Ferdinansyah, Erwin Ferdinansyah, “Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Pemagangan Dalam Negeri - Dekon 2022,” 2022. 
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1.3 Rumusan masalah 

 Bagaimana pelaksanaan pemagangan 

 

 

2. 

ekstrim 

1.5 Manfaat penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Secara  Teoritis 

a. Untuk megembangkan ilmu Administrasi Publik khususnya yang 

menyangkut dengan pemagangan dan hasil penelitian ini dapat 

memperkaya wawasan kita 
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 Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam 

rangka program pemagangan 

2. Secara Praktis 

 Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai program magang yang di laksanakan 
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2.1.2 Teori  pengangguran 

2.1.2.1 Pengertian pengangguran 

   Pengangguran merupakan salah satu masalah makro ekonomi yang 

menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-

masalah sosial lainya. pengangguran adalah keadaan di mana angkatan kerja yang 

ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya.”
8
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 2.1.2.2 Penyebab Pengangguran 

 Pengangguran dapat disebabkan oleh hal – hal yang bersifat alamiah atau 

budaya maupun hal – hal yang bersifat non alamiah atau structural. Penyebab 

pengangguran yang pertama individual explanation yaitu pengangguran 

disebabkan oleh karakteristik orang itu sendiri di antaranya malas, kualitas SDM 

rendah, lapangan kerja sempit dan sebagainya.  

 Penyebab pengangguran di dasari oleh beberapa keadaan yaitu : 

a. Pendidikan tidak memadai 

Sesorang dengan Pendidikan yang rendah cenderung tidak mempunyai 

keterampilan hidup secara spesifik. Kemampuan memasuki dunia kerja 

terhambat oleh Pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai. Karena 

dia tidak berdaya dalam hal ini.
9
 

b. Malas bekerja  

Kemalasan menjadi masalah yang harus di tanggapi dengan serius. 

Seseorang yang memiliki mentalitas ini tidak tertarik dan tidak mau 

bekerja. Atau membiarkan takdir mengendalikan hidupnya secara pasif. 
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Sikap malas ini seringkali bergantung pada orang lain, baik itu kerabat 

atau orang yang dianggap mampu memenuhi kebutuhannya.  

c. Ketenagakerjaan  

Masalah ketenaga kerjaan adalah salah satu yang lazim di masyarakat kita 

dan lingkungan terdekat. Pengangguran pertama kali muncul sebagian 

akibat dari rendahnya SDM dan lapangan kerja yang sempit menyebabkan 

tingginya tingkat pengangguran.  

2.1.2.2 Dampak  Pengangguran 

 Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian, pengangguran 

dapat menghilangkan keterampilan, pengangguran juga dapat menimbulkan 

ketidakstabilan social politik.  

2.1.3 Teori  tenaga kerja 
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2.1.4 Teori  Ekstrim 

 Ekstrim adalah kondisi dimana, suatu kondisi teramati melebihi batas 

tertentu. Pengangguran ekstrim adalah ketidakmampuan masyarakat dalam 

mencari pekerjaan. Sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari – 

hari. Faktor kemiskinan ekstrim adalah rendahnya kualitas SDM dan sempitnya 

masalah pekerjaan. Kepala Dinas Sosial Palangkaraya, H Riduan mengakatan, 

seseorang dikategorikan miskin ekstrim jika pengeluarannya di bawah Rp 10.739/ 

orang / hari atau 322.17/orang/ bulan. 

2.1.5 Teori 
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2.1.6 Teori Kemsikinan 

2.1.6.1 Pengertian Kemiskinan 

Secara umum, kemiskinan digambarkan sebagai ketidakmampuan 

pendapatan individu untuk menutupi kebutuhan dasar mereka, yang membuat 

kecil kemungkinan mereka untuk bertahan hidup.
11

 Memiliki sumber daya yang 

tidak mencukupi untuk bertahan hidup, seperti uang dan harta benda, terkadang 

didefinisikan sebagai kemiskinan.  

Prof. Emil Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan 

memperoleh uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seseorang.
12

 

Menurut Shirazi dan Pramanik, kemiskinan dicirikan sebagai keadaan dimana 

seseorang kekurangan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam hal kesejahteraan 

ekonomi, social, Psikologi, dan spiritual.
13

 

Definisi kemiskinan menurut BPS adalah “kemiskinan adalah suatu kondisi 

seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2100 kalori per 
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kapita per hari” Sedangkan definisi kemiskinan menurut BKKBN (2003) adalah 

“tidak dapat melaksanakan ibadah menurut agamanya, seluruh anggota keluarga: 

tidak mampu makan dua kali sehari, seluruh anggota keluarga tidak memiliki 

pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, bagian terluas 

dari rumahnya berlantai tanah, tidak mampu membawa anggota keluarga ke 

sarana kesehatan”, World Bank, juga mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut: 

“kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan 

penghasilan USD 2,00 per hari( 1US$ = Rp. 10.000,00)” Selanjutnya, Bappenas 

mendefinisikan kemiskinan adalah “kondisi di mana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat”  

2.2 Pembahasan Penelitian Yang Relevan 

1.  Peneliti pertama oleh Muhammad Zulfadhli.14 Tahun 2016 dengan jenis 

penelitiaan deskriptif kualitatif. Universitas Mulawarman yang  berjudul   

Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Penempatan Tenaga Kerja Di Kota 

Samarinda Terlibat dalam pekerjaan penempatan sumber daya manusia 
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 Peneliti kedua  Azni Afriyulaniza.tahun 2019 dengan jenis penelitian 

kualitatif di IAIN Bengkulu. Yang berlokasi di Bengkulu dengan judul  
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor penghambat pelaksanaan 

pemagangan pada Dinas Tenaga  

Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NO. 6 

TAHUN 2020 TENTANG KETENAGAKERJAAN 

 

PEMAGANGAN MASYARAKAT  

DALAM MENGURANGI KEMISKINAN EKSTRIM PADA 

DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ACEH 

 

 

 

 

Pelaksanaan Pemagangan Pada 

Dinas Tenaga Kerja Dan Mobilitas 

Penduduk Aceh 

1. Pola rekrutmen masih 

konvensional  

2. Banyak perusahaan masih 

menggunakan tenaga kerja 

luar Aceh 

3. pelatihan yang di lakukan 

institusi pelaksana masih 

rendah melibatkan 

pengusaha/perusahaan 

 

1. Musyawarah 

2. Perjanjian antara peserta dan 

DUDI (Dunia usaha dunia 

industri 

3. Kolaborasi Bersama FKJP 

(forum komunikasi jejaring 

pemagangan) 

 

HASIL PENELITIAN 



 

16 
 

 

 

 

                                                           



17 
 

 

 

1.  koordinasi Bersama dunia 

usaha dan dunia industri.  

a. Musyawarah  

b. DUDI (dunia usaha dan dunia industri) 

dan peserta magang membuat perjanjian 

bersama.  

2. Kolaborasi  a. Kerjasama FKJP 

b.Komunikasi 

 

 

 faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada 

Faktor Penghambat yang di hadapi pelaksana pemagangan 

No. Dimensi Indikator 

1.  External  a.Pola rekruitmen  

b.banyak perusahaan menggunakan tenaga 

kerja luar aceh 

2.  Internal  a.pelatihan 

b.keterlibatan perusahaan 
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3.3 
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3.7 Teknik pemeriksaan keabsahan data 

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini diverifikasi dengan 

menggunakan berbagai pendekatan. Namun peneliti tidak menggunakan metode 

yang sesuai untuk pengaturan penelitian. 

Teknik yang digunakan peneliti untuk memverifikasi kebenaran data saat 

berbagi perkerjaan adalah sebagai berikut : 
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1. Ketekunan pengamatan  

Dengan tujuan mengidentifikasi ciri – ciri tersebut, pengamatan terus – 

menerus dilakukan terhadap faktor faktor tersebut dalam konteks yang 

berkaitan dengan masalah dan masalah yang di cari, sebelum benar – 

benar puas dengan hal tersebut.
22

 

2. Triangulasi  

Validasi keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi yang 

menggunakan metode lain. Dalam penelitian ini, tidak cukup hanya 

mengandalkan data dari hasil penelitian lapangan, sumber tambahan dari 

luar, seperti buku, catatan, dan lain sebagainya. Juga harus di perhatikan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil penelitian 

4.1.1 Gambaran umum 

4.1.1.1 Deskripsi lokasi penelitian 

 Sejarah D

. Sesuai dengan Qanun Aceh 

Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 

2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Aceh, yang mana pemerintah 

Aceh 
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4.1.1.2 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh 

 Pada dasarnya setiap organisasi pemerintah maupun swastanisasi 

memiliki jenjang kendali terhadap pelaksanaan  

  tugas yang di emban masing – masing bidang kepekerjaan yang di 

emban sebagai tanggung jawab personal sesuai dengan koridor 

yang berlaku sebagaimana peraturan gubernur Aceh 112 tahun 

2016 tentang 

. hal ini dapat dilihat sebagaimana 

gambar 4.1 berikut.   
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). Program 

pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

 yang diselenggarakan oleh perusahaan yang berdomisili di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja 

dan Mobilitas Penduduk Aceh berkoordinasi Bersama Dunia Usaha dan 

Dunia Industri (DUDI). Sebelum melaksanakan program magang .  

Adapaun wawancara peneliti dengan 
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mengikuti program magang tersebut. Program magang tersebut 

di khusukan untuk perusahaan yang sudah memiliki kelayakan untuk 

mengikuti program magang untuk memastikan bahwa perusahaan mampu 

melaksanakan program magang sampai selesai.  

Berdasarkan Analisa dokumen peneliti di lapangan terhadap 

musyawarah 

pemagangan perusahaan harus memenuhi  persyaratan 

tertentu, menunjukkan sebagai berikut.  

Persyaratan bagi perusahaan penyelenggara pemagangan  di 

Indonesia khususnya Aceh mengacu pada pasal 21, UU RI Nomor 

13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebutkan 
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. 

Mengacu pada pasal 21, Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan,  

1. Tujuan 
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 untuk memudahkan identifikasi 

kesempatan magang bagi pencari kerja atau calon tenaga kerja. Provinsi Aceh 

mengadakan pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP). 

  Hal ini 

. Pembentukan FKJP ini sendiri 

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan 

pemagangan, 

  Berdasarkan hasil wawancara peneliti Bersama Kepala bidang 

Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mengatakan bahwa : 

  pembentukan FKJP ini harapannya dapat meningkatkan peran serta 

perusahaan dalam program pemagangan, kemudian juga 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) para pencari 
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kerja, 

 FKJP ( Forum Komunikasi Jejaring 

Pemagangan). FKJP berfungsi untuk memfasilitasi calon tenaga kerja yang 

akan ikut program permagangan di suatu perusahaan. dibentuknya FKJP 

merupakan langkah positif. Karena menurutnya dengan adanya FKJP, 

akan mempersiapkan calon tenaga kerja secara matang.  

hubungan antara FKJP dan Dinas Tenaga Kerja dan 

                                                           



32 
 

 

Mobilitas Penduduk Aceh biasanya melibatkan FKJP yang dapat 

bekerjasama dalam menyusun dan melaksanakan program pelatihan untuk 

meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja di wilayah Aceh.  

Berdasarkan wawancara peneliti 

 Dari hasil wawancara di atas Kerjasama antara FKJP dan Dinas 

Tenaga Kerja Aceh  ini dapat berkontribusi positif terhadap 

pengembangan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi wilayah, dan 

perlindungan pekerja di Aceh. Langkah-langkah seperti ini penting untuk 

memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan adalah 

responsif terhadap kebutuhan sektor ketenagakerjaan yang terus berubah. 

4.3 Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan 
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merupakan kenda – kendala yang di hadapi dalam proses pemagangan 
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menetapkan syarat atau bidan – bidang yang detail untuk program 
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pemagangan ini, agar program magang ini 
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4.3.

Sebenarnya kita perlu menjalin hubungan yang baik dengan sektor 

swasta untuk memperluas lapangan kerja yang ada di Aceh. kadang 

sector swasta kurang kepercayaan antara pihak – pihak yang terlibat. 

Dunia Usaha dan Dunia Industri mungki ragu akan kualitas pelatihan 

yang diberikan oleh Lembaga pelatihan, sementara Lembaga 

pelatihan mungkin merasa bahwa industri kurang peduli terhadap 

perkembangan tenaga kerja di Aceh, oleh karena itu sector swasta 

memilih merekrut karyawannya sendiri. 
32

 

 

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

meningkatkan keterlibatan institusi Dunia Usaha dan Dunia Indsutri dalam 

pelatihan Dinas tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, penting untuk 

mempromosikan dialog yang lebih baik antara semua pihak terkait, 

mengidentifikasikan kepentingan Bersama, dan menciptkan insentif untuk 

berkolaborasi. Ini bisa melibatkan perubahan dalam kebijakan, dukungan 
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pemerintah, dan 

 

 

 

 

 

publikasi program pemagangan dana dekontrasi 

kepada perusahaan, Dinas daerah Kabupaten / Kota dan masyarakat. 

Sosialiasi ini bertujuan agar informasi program pemagangan dapat diketahui 

dengan baik oleh masyarakat pencari kerja dan perusahaan – perusahaan yang 

berada di wilayah daerah provinsi tersebut.  

Diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut bersama-sama dengan 

pemerintah untuk berpartisipasi dalam program pengembangan sumber daya 

manusia dengan menyelenggarakan pemagangan baik yang dibiayai melalui 

dana dekonsentrasi maupun yang dibiayai oleh perusahaan (magang mandiri). 
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Keuntungan perusahaan apabila menyelenggarakan pemagangan antara lain 

akan mendapatkan 

pengurangan pajak (super tax deduction) 

hingga mencapai 200%. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media cetak, 

media elektronik, papan pengumuman, brosur, spanduk, poster, media sosial 

(Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok, dll) milik Dinas Daerah Provinsi atau 

perusahaan, atau dalam bentuk rapat koordinasi baik secara daring maupun 

luring. Biaya sosialisasi dan publikasi bisa menggunakan anggaran 

Operasional FKJP atau sumber lainnya. 

Untuk melaksanakan kegiatan pemagangan maka diperlukan 

kepanitiaan yang bertugas untuk merencakan, melaksanakan, memantau, 

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemagangan. Susunan kepanitiaan 

ditetapkan melalui surat keputusan kepalas Dinas Tenaga Kerja dan mobilitas 

Penduduk Aceh . susunan personil kegiatan pemagangan antara lain : 

a. Penanggung jawab (berasal dari unsur Dinas Daerah Provinsi), 

mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

mendistribusikan tugas, memantau, mengevaluasi dan melaporkan 

pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan  

b. Pelaksana kegiatan (berasal dari unsur Dinas Daerah Provinsi, 

FKJP dan/atau perusahaan) mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan yang meliputi kegiatan kesekretariatan dan administrasi 

penyelenggaraan pemagangan.  
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dan peningkatan produktivitas 

menambahkan :  

Ketika perusahaan penyelenggara pemagangan telah melampirkan 

dokumen yang di perlukan kita melakukan kurasi, kurasi merupakan 

suatu proses untuk memilih dan menentukan perusahaan – 

perusahaan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai 

penyelenggaran pemagangan dana dekonstrasi. Kurasi dilakukan 

oleh panitia pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Perusahaan 

yang di nyatakan lolos kurasi untuk menyelenggarakan pemagangan 

, di tetapkan melalui surat keputusan Dinas Provinsi.
34

 

 

B. Pelaksanaan pemagangan 

1. Publikasi 

Perusahaan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaran 

pemagangan Bersama – sama Dinas Daerah Provinsi dan FKJP untuk 

mempublikasikan kepada masyarakat tentang program pemagangan 

yang akan dilaksanakan. Hal – hal yang dipublikasi antara lain :  
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a. nama program/jabatan pemagangan yang dilaksanakan;  

b. tempat dan durasi pemagangan;  

c. persyaratan peserta pemagangan;  

d. waktu dan cara pendaftaran;  

e. waktu seleksi dan pengumumannya; dan  

f. informasi lain yang diperlukan 

2. Rekrutmen dan seleksi peserta  

Tata cara rekrutmen dan seleksi peserta magang sebagai berikut :  

a. mengisi formulir pendaftaran, dengan melampirkan : 

 

2) Foto copy kartu tanda penduduk 

3) Pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.  

b. Memenuhi syarat – syarat khusus yang di tetapkan oleh 

perusahaan penyelenggara pemagangan 

c. Mengikuti tahap seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi. 

Rekrutmen 
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4. Asuransi  

Peserta pemagangan berhak mendapatkan perlindungan dalam 

bentuk asuransi jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan 

kematian (JKM). 
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kepada peserta 

pemagangan. Jenis fasilitas K3 tersebut, disesuaikan dengan jenis 

resiko kerja pada program pemagangan yang dilaksanakan.  

Kepala seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja 

mengatakan bahwa  : 

semua perusahaan menyiapkan kelengkapan K3, Tergantung 

perusahaaannya apa. Biasanya perusahaan yang resiko 

kecelakaannya  tinggi yang menyiapkan Keselamat dan Kesehatan 

Kerja (K3). Dengan adanya K3 ini menciptakan lingkungan kerja 

yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas 

kecelakaan kerja penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan 

demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.
36

 

 

6. Jangka waktu pemagangan  

Program pemagangan dilakasanakan di perusahaan dengan durasi 

waktu selama 5 bulan. Sebelum melakukan praktik di area produksi, 

maka pembimbing pemagangan akan memberikan pembekalan 

pengetahuan teori tentang keselamatan kerja, tata tertib perusahaan, 

budaya kerja, 
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sesuai dengan masing – masing program pemagangan. Pemagangan. 

Pemberian teori ini terus berlangsung sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan sampai program pemagangan berakhir. 

 

Wawancara dengan peserta magang berkenaan dengan pembekalan 

pemagangan : 

Sebelum kita terjun ke lapangan, kita di beri pembekalan yang di 

lakukan di dalam kelas (in class training). Disini kita di beri 

pemahaman tentang prosedur perusahaan. Untuk kegiatan praktik, 

kita terlibat langsung di lapangan sehingga kita dapat langsung 

melakukan pekerjaan layaknya seorang karyawan.
37

 

 

Selama melaksanakan pemagangan, para peserta harus mengisi log 

book, yaitu buku yang berisi tentang aktivitas harian yang dilaksanakan oleh 

peserta magang. Catat log book harus di ketahui dan disetujui oleh 

pembimbing pemagangan. Contoh log book terlampir pada gambar  4.2 
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Gambar 4.2  log book peserta pemagangan 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023 



45 
 

 

Peserta pemagangan yang telah menyelesaikan program 

pemagangan, dan dinyatakan kompeten sesuai dengan standar perusahaan 

oleh Pembimbing Pemagangan akan diberikan Sertifikat Pemagangan. Dan 

bagi peserta yang dinyatakan belum kompeten maka akan mendapatkan Surat 

Keterangan telah mengikuti program pemagangan. Contoh Format Sertifikat 

Pemagangan dan Surat Keterangan. 

Penyelanggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. 

Dunia usaha dan dunia industri yang memberikan fasilitas tempat 

workplace training dan pemagangan ini dominannya bergerak di bidang 

produksi, pelayanan jasa dan tata niaga. Untuk jumlah perusahaan yang 

bekerja sama dari tahun 2020 – 2022 ini terdapat pada tabel 4.1  

Tahun Jumlah 

2020 48 Mitra Industri  

2021 98 Mitra Industri 

2022 42 Mitra Industri 
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Tabel 4.3.1 Data jumlah mitra program 

peserta pemagang yang ditempatkan pada mitra 

industri bekerja sama dari tadi 2020 – 2022 ini dapat di lihat pada tabel 4.2 

Tahun Jumlah Peserta 

2020 150 Orang 

2021 310 Orang 

2022 380 Orang 

Tabel 4.3.2 Data jumlah peserta magang 

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023 

Peserta magang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana 

pada tabel 4.3.1 dapat kita lihat peningkatan jumlah peserta dari tahun 2020 

ke tahun sebanyak 105 % dari tahun sebelumnya. Untuk keterserapan dalam 

dunia kerja setelah workplace training dan pemagangan ini dapat dilihat pada 

tabel 4.3. 

Tahun Jumlah 

Pemagang 

Terserap 

Industri 

persentase 

2020 150 Orang 102 Orang 68% 

2021 310 Orang 242 Orang 78% 

2022 380 Orang  311 Orang 82% 

Tabel 4.3.3 Data jumlah serapan dalam dunia kerja.  

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Tahun 2023 

Besaran persentase keterserapan peserta magang setelah menjalani 

program magang di tempat kerja selama 5-6 bulan diatas merupakan hasil 

pantauan D
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4.3.2.2 Diskriminasi 

Dalam mengatasi pekerja banyaknya tenaga kerja luar Aceh, Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempunyai beberapa strategi 

yang dapat di pertimbangkan. Seperti kerjasama dengan sector swasta Dinas 

Tenaga kerja dapat berkolaborasi dengan perusahaan swasta untuk 

menciptakan program – program yang mendukung penggunaan tenaga kerja 

lokal, ini bisa meliputi insentif pajak atau insentif lainnya bagi perusahaan 

yang mempekerjakan tenaga kerja lokal atau berinvestasi di Aceh.  
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Seksi penempatan tenaga kerja dan perluasan tenaga kerja 

mengatakan bahwa :  

Perusahaan bukan tidak mau mempekerjakan tenaga kerja lokal, 

terkadang tenaga kerja lokal ini SDM nya kurang.banyak dan juga 

tenaga kerja lokal ini kadang kurang disiplin. Oleh karena itu mereka 

mau merekrut karyawannya secara mandiri yang sesuai dengan 

keinginan mereka. Jadi, untuk meningkat SDM tenaga kerja lokal ini 

maka tenaga kerja lokal ini kita latih dulu baik di balai latihan kerja 

ataupun magang di perusahaan.
40

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mengambil 

langkah – langkah untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan 

penduduk Aceh sehingga mereka memilik keterampilan yang di butuhkan. Ini 

dapat membantu meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi 

ketergantungan pada tenaga kerja luar Aceh. program pemagangan ini dapat 

membantu mempersiapkan tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Aceh.  

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh mempromosikan 

program magang dan tenaga kerja lokal. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh mendorong perusahaan untuk mendukung program magang 

dan memberikan peluang kerja bagi penduduk Aceh dapat membantu 

mengurangi penggunaan tenaga kerja luar. Ini dilakukan melalui sosialisasi 

yang mengedukasi perusahaan tentang manfaat penggunaan tenaga kerja 

lokal.  
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Kepala Bidang Penempatan Kerja dan pelatihan Tenaga Kerja 

mengatakan bahwa :  

Kompetensi calon tenaga kerja di Aceh ini kompetensinya masih 

rendah sehingga banyak perusahaan cenderung memakai tenaga 

kerja luar Aceh. dan pengangguran di Aceh di dominasi oleh usia 

muda 19 s/d 24 tahun. Yang kami lakukan ialah kerjasama lintas 

instansi (Pemerintah – DUDI – AKADEMIS – Komunitas), disini 

kita harus fokus dan lepaskan ego sektoral.
41

 

 

Dari hasil wawancara  dengan Kepala Bidang Penempatan Kerja dan 

Pelatihan Tenaga kerja  bahwa Pentingnya untuk melepaskan ego sektoral 

dan bekerja secara terpadu dalam kerjasama lintas instansi untuk menciptakan 

perubahan positif dalam masalah ini. Dengan pendekatan ini, Aceh dapat 

membangun tenaga kerja yang lebih kompeten dan memberikan peluang yang 

lebih baik kepada pemuda dalam mencari pekerjaan dan memulai bisnis 

mereka sendiri. 

4.4 Pembahasan penelitian 

4.4.1 Pelaksanaan pemagangan pada 

Koordinasi Bersama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri)  

Koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

Aceh dengan dunia usaha dan dunia industri adalah kunci menjaga 

keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah. 

Dengan adanya koordinasi 
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memberikan informasi tentang pasar tenaga kerja loka, kebijikan insentif, 

dan sumber daya manusia yang tersedia.  

Program pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

Aceh bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia indsutri 

harus mengidentifikasikan kelayakan perusahaan untuk 

mengikuti program magang ini, untuk memastikan bahwa perusahaan 

mampu melaksanakan program magang sampai selesai.  

Temuan 1 

Pada dasarnya Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

mau bekerja sama dengan perusahaan yang sudah memiliki kelayakan untuk 

mengikuti program magang. 
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merupakan mitra pemerintah dalam memerangi pengangguran 

melalui program pelatihan dan pemagangan bagi perusahaan swasta baik 

di Aceh maupun di seluruh tanah air. FKJP berkomitmen untuk melakukan 

inventarisasi kebutuhan tenaga kerja sesuai permintaan pasa, pelatihan dan 

pencarian kerja di perushaan. Hal ini 
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Adanya temuan lapangan faktor internal penghambat pelaksanaan 

pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. 

sebagai berikut :  

Temuan 4 

Banyak masyarakat Aceh yang etos kerjanya rendah, kebanyakan 

dari mereka tidak mau dengan lowongan pekerjaan yang sudah 

4.4.2.2 External 

Adapun faktor external yang menghambat proses pelaksanaan 

program magang Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. yaitu 

rekrutmen peserta magang masih konvensional atau belum tersebar luas di 

media resmi atau media sosial. Sehingga peserta magang yang berpotensi 

untuk mengikuti magang tidak memiliki akses yang memadai ke informasi 

tentang program magang karena informasi hanya tersebar secara terbatas 

atau melalui saluran konvensional. Ini bisa menghambat calon peserta yang 
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berminat untuk mengikitu program magang. Dengan rekrutmen yang 

terbatas pada metode konvensional, mungkin sulit untuk mencapai beragam 

peserta yang berpotensi termasuk meraka yang berada di daerah terpencil, 

kelompok minoritas, atau latar belakang ekonomi yang berbeda.  

Temuan 5  

Untuk mengatasi kendala – kendala ini, Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan 

strategi pemasaran dan rekrutmen mereka dengan lebih aktif 

memanfaatkan media sosial, situs web resmi, dan platform digital. Dengan 

demikian, program magang mereka dapat menjadi lebih inklusif, efisien, 

dan mencapai beragam peserta yang berpotensi mengikuti program 

magang 

Faktor external kedua yaitu banyak perusahaan yang menggunakan 

tenaga kerja luar Aceh.  jika banyak perusahaan di Aceh lebih suka 

menggunakan tenaga kerja luar dari Aceh, makan peluang bagi peserta 

magang lokal untuk mendapatkan pekerjaan atau pengalaman di perusahaan 

tersebut dapat menjadi terbatas. Perusahaan yang memilih tenaga kerja luar 

Aceh mungkin tidak memiliki kebutuhan atau minat yang cukup dalam 

program magang. Ini bisa membuat sulit untuk menemukan perusahaan 

yang bersedia menjadi mitra dalam program magang 



55 
 

 

harusnya 

mendorong perusahaan – perusahaan yang ada di Aceh untuk mendukung 

program magang dan memberikan peluang kepada peserta yang ada di 

Aceh. dengan upaya yang tepat, program magang dapat bermanfaat bagi 

peserta dan perushaan yang mengikuti program magang. Bahkan di tengah 

persaingan dengan tenaga kerja luar.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Pelaksanaan pemagangan masyarakat dalam mengurangi kemiskinan ekstrim 

2. 
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. Ini berarti bahwa banyak individu 

yang berpotensi mendapatkan manfaat dari program magang mungkin tidak 

memiliki akses atau informasi yang cukup tentang peluang ini. Oleh karena 

itu langkah – langkah perlu diambil untuk memperluas jaringan rekrutmen 

dan memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin individu yang 

berpotensi. Banyak perusahaan menggunakan tenaga kerja luar Aceh ini 

dapat mempengaruhi tujuan program magang yang bertujuan untuk 

mempersiapkan tenaga kerja lokal. Keberhasilan program magang dapat 

terganggu jika pekerja dari luar Aceh lebih disukai oleh perusahaan. Ini 

mungkin mengharuskan pemerintah dan perusahaan bekerja sama untuk 

mempromosikan dan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal, serta 

memberikan insentif bagi perusahaan untuk mempekerjakan magang yang 

telah dilatih secara lokal. Dengan demikian, program magang dapat 

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Aceh dan membantu 

mengurangi kemiskinan ekstrim dengan menciptakan peluang kerja lokal 

yang lebih banyak.  
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Lampiran 4. Pedoman wawancara 

 

KUISIONER PENELITIAN  

PEMAGANGAN MASYARAKAT DALAM MENGURANGI KEMISKINAN 

EKSTRIM PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS 

PENDUDUK ACEH 

 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim ? 

No. Dimensi Indikator 

1.  koordinasi Bersama dunia 

usaha dan dunia industri.  

a. Musyawarah  

b. DUDI (dunia usaha dan dunia industri) 

dan peserta magang membuat perjanjian 

bersama.  

2. Kolaborasi  a. Kerjasama FKJP 

b.Komunikasi 

 

2. Faktor penghambat pelaksanaan pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh dalam mengurangi kemiskinan ekstrim? 

No. Dimensi Indikator 

1.  External  a.Pola rekruitmen  

b.Banyak perusahaan menggunakan tenaga 

kerja luar aceh 

2.  Internal  a.Pelatihan 

b.Keterlibatan perusahaan 
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Fokus 1 

A. Koordinasi bersama dunia usaha dan dunia industri 

1. Siapa yang melakukan koordinasi dalam musyawarah pelaksanaan 

pemagangan? 

2. Apa yang di lakukan yang di lakukan koordinasi bersama dudi ? 

3. Bilamana di lakukan musyawarah untuk membangun kerjasama dalam 

koordinasi dunia usaha dan dunia indsutri? 

4. Dimana di lakukan koordinasi untuk di lakukan musyawarah bersama dunia 

usaha dunia industri pada pemagangan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh.? 

5. Bagaimana koordinasi bersama dudi? 

 

B. Kolaborasi 

1. Siapa yang terlibat  kerjasama  fkjp pada di Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh? 

2. Apa kerjasama yang di lakukan dalam kolaborasi bersama FKJP? 

3. Bilamana di lakukan kerjasama bersama fkjp dengan membangun 

komunikasi? 

4. Dimana di lakukan kerjasama antar FKJP dan  Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh? 

5. Bagaimana kerjasama yang di bangun untuk program magang yang sudah di 

rencakanakan.? 

 

Fokus 2 

A. External 

1. Siapa yang menentukan pola rekrutmen program magang pada Dinas Tenaga 

Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh? 

2. Apa yang di peroleh dari hasil pemagangan? 

3. Bilamana di lakukan rekrutmen pemagangan oleh perusahaan perusahaan 

yang sering di gunakan tenaga luar aceh? 

4. Dimana di lakukan rekrutmen pemagangan pada Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Aceh? 
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5 bagaimana pola rekrutmen yang di canangkan oleh pemerintah melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh? 

B. Internal 

1. Siapa yang melakukan pelatihan terhadap peserta magang? 

2. Apa yang di lakukan terhadap pelaksaan pelatihan dengan keterlibatan 

perusahaan? 

3. Bilamana di lakukan pelatihan terhadap pemagangan untuk masyarakat 

sebagai bekal? 

4. Dimana di lakukan pelatihan peserta magang ? 

5. Bagaimana keterlibatan perusahaan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh dalam pelaksanaan pemagangan masyarakat.? 
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Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian 

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Penempatan Tenaga 

Kerja 

 

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemagangan Dan Peningkatan Produktivitas 
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Wawancara dengan Kepala Seksi Penempatan Kerja Dan Perluasan Tenaga 

Kerja 

 

 

Observasi pelaksanaan tes tulis peserta magang di SMK 2 Banda Aceh 
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